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ABSTRACT
Forests have an unportant coniribution in order to maintain the ecological balance of the
security enviroment. Therelore, the forest would have always preserved. However. the
process 18 now much diversion of forest land lor a moment against the backdrop of economic
interests, and (he example is as in Batam. The support of public policy makers (public policy
- makers) to mengalihfungsikan some forest arcas in Batam for commercial activitics rather than
attempt to keep lhe Batam sustainability i1s based on a desire to compete in the global
economy, which for some people in Indonesia are considered to accelerale development the
national economy. Therefore, the increasing investment required to process the economic
potential into real economic sirength, particularly in the area of Batam which is currentlv
designated as a free wade area. Legiimacy granted by the govermment to the public. especially
10 investors to exploit the forest through the release stalus of forest in Balam potentiallv even
negative impact on the balance of environmental ecosvstems. That's the issue in the following
article.

I. PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah  Nomor
Nomor 46  Tahun  2007.
Penctapan Batam schagal
Kawasan Bcbas  diharapkan
dapat mendorong kegiatan lalu
lintas perdagangan internasional
yang mendatangkan devisa bagi
negara secrta dapat memberi
pengaruh dan mantaat besar bagi
Indonesia untuk dapat membuka
lapangan kerja scluas-luasnva,
meningkatkan  kcpariwisataan,
dan meningkatkan penanaman
modal, baik asing maupun dalam

Salah satu langkah vyang
diambil oleh Indonesia dalam
rangka menghadapi persaingan
perekonomian global adalah
dengan  membentuk  suatu
Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas
(Kawasan Bebas) sebagaimana
ditetapkan  dalam  Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000

o negeri.

lentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  yang  diharapkan
menjadi Undang-Undang menjadi magnet untuk memikat
sebagaimana  telah  diubah penanam  modal,  tcrutama
dengan Undang-Undang penanam modal asing. pada
Nomor 44 Tahun 2007 (UU tahun 2007 saja sudah terdapat
Kawasan Bebas). penanam modal asing vyang

menanamkan modainya sebesar
US$ 1 miliar dan diharapkan
dalam kurun 35 (lima) tahun
mendatang, investasi di Batam

Salah satu wilayah vyang
telah ditetapkan sebagat
Kawasan Bcbas adalah Batam
yang ditetapkan dengan
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Namun  demikian, dalam
TLT.ETmentast pclaksanaan
=z1zm schagal Kawasan Bebas
- .=znnva tanpa kendala, masih
~:mwax ditemul berbagai
sermasalshan,  antara lain
tumpang tindih

TLerlapping) berbagai
cerituran perundang-
-~.Jdangan, infrastruktur listrik,
2:m lahan, terutama beralihnya
~omest kawasan hutan di Batam
~znjadi kegiatan komersial,

IoTaT

Salah satu kawasan hutan
~wdung  di Batam  yang
-ermasalah  adalah  kawasun
-:tan lindung  Baloi. Hutan
~~dung Baloi  seluas 119
seratus sembilan belas) hektar
zrictak di kawasan  yang
srategis dan menjadi  lahan
zmas di Kota Batam karena
erletak di tengah kota. Hutan
sndung Baloi pada mulanya
Zirancang  sebagai  daerah
~esapan air untuk bendungan
27 bersih (DAM Baloi).

Hutan mempunyai andil
~zng sangat signifikan dalam
rzmuka menjaga keseimbangan
ketahanan ekologis
ngkungan hidup dan
zeografis tentu perlu  dijaga
<¢lestariannya. Namun
Zemikian, menyimak laporan

e
sk

Dircktorat Jenderal
Pengawasan Hutan dan
~Nenservast Alam (PHKA)
Nementertan Kchutanan,

~zhwa scbanyak 2.000 (dua
=nu} kasus kechutanan mulai
2z masalah alih fungsi hingga
~embalakan har  dalam 4
cmipat) tabun terakhir belum

IL

Hal

itu
merupakan kenyataan pahit yang

dapat terscicsaikan.
harus  diterima  Kementerian
Kchutanan dalam rangka
menjaga  ketahanan ekosistem
hutan di sepanjang pulau di
Indonesia (Mohamad Fathollah,
2010).

PERMASALAHAN
Legitimasi oleh pemerintah
kepada masyarakat terutama

kepada penanam modal untuk
mengeksploitasi kawasan hutan
melalui pelepasan status suatu
kawasan hutan di Kawasan
Bebas Batam  dikhawatirkan
akan  menimbulkan  dampak
terhadap keseimbangan
ckosistem lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat diajukan suatu
pertanyaan yang perlu dibahas
lebih lanjut, vaitu:
bagaimanakah dampak kegiatan
perckonomian di Batam
terhadap kawasan hutan yang
berada di Batam?

IIILKERANGKA TEORETIS

Mengingat permasalahan
pelepasan status suatu kawasan
hutan di Batam terkait dengan 2
{dua) kepentingan, yaitu
kepentingan kegiatan di bidang
ekonomi dan kepentingan untuk
mernjaga kelestarian hutan, maka
untuk memperolch pemahaman
atas pcermasalahan tersebut akan

dilakukan  analisis  dengan
menggunakan  teori  analisis

ckonomi atas hukum (economic
analysis of law).

Secara garis besar analisis
ekonomi atas hukum
menerapkan pendekatannya



&

untuk memberikan sumbangan
pikiran atas 2 {dua}
permasalahan dasar mengenai
aturan-aturan  hukum. Yaitu,
analists yang bersifat positif
atau  deskript}f  berkenaan
dengan pertanyaan apa
pengarul aturan-aturan hukum
terhadap tingkah laku orang
yang bersangkutan (the
identification of the effects of a
legal rufe);, dan analisis yang
bersifat  normatif  berkenaan
dengan pertanyaan  apakah
pengaruh  dart  aturan-aturan
hukum sesual dengan
keinginan  masyarakat  (the
social desirability of a legal
rule).

Pendekatan  yang  dipakai
analisis ckonomi atas hukum
terhadap 2 (dua) permasalahan
dasar tersebut adalah
pendekatan yang biasa dipakai
dalam analisis ckonomi secara
umum, yaknt  menjclaskan
tingkah laku, bak manusia
secara  pcrorangan  maupun
perusahaan-perusahaan, yang
berwawasan ke depan (forward
looking) dan rasional, serta
mengadopsi kerangka
kesejahteraan ekonomi untuk
menguji keinginan masyarakat
(Steven Shavell, dalam Peri
Jmar Farouk).

IV.PEMBAHASAN

Kegiatan pengukuhan
hutan merupakan  kegiatan
yang sangat penting  dalam
bidang kehutanan. Karena
kegiatan ini merupakan dasar
dalam  menentukan  status
hukum hutan, apakah menjadi
hutan lindung, hutan produksi,
hutan suaka alam, maupun
hutan  wisata. Pengukuhan
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hutan merupakan kegiatan vang
berhubungan dengan penataan
batas suatu wilayah vang telah
ditunjuk sebagai wilayah hutan
guna  memperolch  kepastian
hukum mengenai  status  dan
batas kawasan hutan (I Ketut
Gede Yasa).

Pengukuhan hutan tersebut
diperintahkan di dalam Pasal 14
Undang-Undang Nomor 44
Tahun 1999 tentang Kehutanan,

yang menyatakan hahwa
“berdasark: Inventarisasi
“berdasarkan nventarisas
hutan, pemerintah

menyclenggarakan  Pengukuhan
Kawasan Hutan, kegiatan
pengukuhan kawasan  hutan
dilakukan untuk memberikan
kepastian hukum atas kawasan
hutan™. Ketentuan ini dijabarkan
lebth  lanjut  dalam Pasal 16
Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2004 tentanyg
Perencanaan Kehutanan.
Berdasarkan hasil inventarisast
hutan, Menteri Kechutanan
{Menhut) menyelenggarakan
pengukuhan  kawasan  hutan
dengan memperhatikan rencana
tata ruang wilayah.

Dalam rencana induk
pembangunan Batam pada tahun
2001, Otorita Batam menetapkan
40% (cmpat puluh persen) dari
total 41.500 ha luas pulau itu
adalah  daerah  vang  akan
dibangun perumahan, kawasan
mdustri, perdagangan,
pariwisata, dan schagainya. Lalu
60% (enam puluh persen) lagi
dijadikan kawasan hijau yang
pada dasarnva bisa diubah
peruntukkannyva dengan catatan
harus diganti (AdhityaNoviardi,
2001).

Berdasarkan Penunjukan
Menteri  Kehutanan  Nomor
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Ziorim (9870 kawasan hutan
~I.mz 31 Kota Batam seluas
23237 ha. dengan rnincian
=2z, hutan suaka alam dan
-.7zm oatsata scluas 4.933 ha,
-z~ indung 13.643 ha, hutan
SnIing o pantal (mangrove)
32 ha. Dan  setelah
-z zzbungnva Rempang
Zzlzme dengan Kota Batam,

-2 xawasan hutan Mangrove

—<nzadt 25,000 ha  (Nurul
Yozmad, 2011).
Namun demikian, di

=:z1zm. dant 60% {(enam puluh
-wrsent kawasan hijau, 50%
ome puluh persen)-nya

< _mservasi atau hutan lindung,
w-nz  dinyatakan  scbagai
wzwasan hutan definitif telah
—z:ak. Sedangkan 50% (lima
~:luh persen) lagi jalur hijau
wzng bisa dimanfaatkan lain
2zl bisa juga sebagai hutan
wisata (Adhitya Noviardi).

Salah satu kawasan hutan
~ang beralih fungsi adalah
«<awasan hutan lindung Baloi.
Hutan Lindung Baloi yang di
calamnya  terdapat  daerah
cenampungan aic (Balei Dam),
cthangun pertama  kali  di
Batam sejak tahun 1977 dan
mentadi penyangga kehidupan
masvarakat sekitarnya.
Perkembangan waktu  dan
aembangunan Kota  Batam
vang sporadis membuat posist
hutan  lindung  Baloi  Dam
erletak  sangat  strategis  di
engah-tengah  kota, dan
mempunvai  nilai  ekonomis
vang tinggt (Adhitya Noviardi,
2011,

Terhitung  scjak  bulan
September 2003, hutan Hindung

@

Baloi Dam sudah
dialihfungsikan menjadi
kawasan bisnis  oleh  Tim
Pengembangan Kawasan Baloi
Dam  vyang  diketuar  oleh
Walikota Batam. Hutan Lindung
Baloi Dam yang telah ditetapkan
oleh Menhut tertanggal 29 April
1994 berdasarkan Surat
Keputusan Menhut
No.202/KPLS/11-1994 seluas
119 Ha, im seakan tidak bisa
dipertahankan lagi  (Adhitya
Noviardi, 2011).  Pcnetapan
kawasan hutan Iindung Balol
sebagai kawasan jasa diperkuat
melalui penetapan Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW)
Kota Batam, Bahkan,
berdasarkan RTRW tahun 2001
tersebut, kawasan hutan lindung
Baloi, juga akan dijadikan
tengara Kota Batam (Ferry
Santoso).

Pengalihan fungsi  hutan
lindung di Baloi Dam terscbut
didasari oleh Nota Kesepahaman
antara Pemerintah Kota dan

Otorita Batam tentang
Pcngembangan Baloi Dam. Nota
Kesepahaman Nomor

12iMotU/IX/2003  dan  Nomor
15/PERJ-KA/TX/2003  tanggal
12 September 2003  itu
berpedoman  pada  RTRW
Batam.

Pengalih  fungsi kawasan
hutan lindung terscbut
ditenggarai dengan diterbitkan
beberapa Izin Prinsip (IP), di
antaranya tertanggal 29 Oktober
2003. 1P tersebut ditandatangam
oleh Wakil Walikota Batam,
Asman  Abnur, dan Kctua
Otorita Batam, Ismcth Abdullah.
Pt sana  dituliskan, lahan
tersebut diperuntukan untuk jasa
berikut  harga Uang Wajib



Tahunan  Otorita (UWTO)
scbesar Rp. 51.750,- permeter
persegi, dengan masa
pembayaran untuk 30 (tiga
puluh) tahun lunas.

Hal in1 semafin dipertegas
oleh keterangan dari Cahya,
Direktur PT. Arsikon sebagai
pelaksana dari PARA Group
vang akan mcmbangun Batam
Supcr Mall di wilayah hutan
lindung dengan alokasi lahan
seluas 30 ha, di  mana
pelaksanaan pembangunannya
akan dimulai pada medio akhir
tahun 2004, Pada sisi lain telah
berdiri pula bangunan rumah
toko (ruko} di wilayah pinggir
hutan lindung Baloi Dam,
tepatnya di sebelah bawah kiri
dan kanan jalur sutet yang
menandakan  bahwa  hutan
hndung Baloi Dam sudah habis
dialokasikan.

Seorang pengusaha yang
enggan  discbut  namanya
mengungkapkan, bahwa
sebuah konsorsium juga sudah
mendapatkan pencadangan
lahan di kawasan DAM Baloi
itu seluas 20 ha. UWTQO vyang
sudah dibavar untuk 30 (tiga
puluh) tahun sckitar Rp. 10
miliar (Ferry Santoso).

Dengan pengalokasian
lahan kepada kedua perusahaan
atau pclaku usaha itu, sudah 25
ha  lahan  yang  sudah
dicadangkan. Padahal, scbagai
persyaratan, Menhut hanya
memberikan persetujuan
prinsip alih  fungst  hutan
lindung Baloi dengan syarat
kawasan yang dapat dibangun
seluas  40% (empat  puluh
persen) dari luas hutan lindung
Baloi vang 119 ha, atau sekitar
48 ha.
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Dengan asumsi sctiap
pengusaha mendapat 2 ha saja
dan perusahaan yang mendapat
alokasi sckitar 30 (tiga puluh)
perusahaan, berarti pencadangan
lahan yang diberikan mencapai
60 ha. Itu berarti, pencadangan
lahan seluas 60 ha itu sudah
melebihi kapasitas alokasi lahan

- vang dapat dibangun di hutan

lindung scluas 40% (empat
puluh persen).

Dari data yang ada, scjak
ltahun 1992, luas hutan lindung,
tcrmasuk  hutan  wisata, yang
ditetapkan Menhut di Batam
mencapai 12.075 ha. Dari luas
hutan itu, 2.235 ha sudah dan
scdang diusulkan untuk
dialihfungsikan untuk
kepentingan di luar kehutanan.

Berdasarkan data itu, salah
satu kawasan hutan lindung yang
belum  dialokasikan  untuk
kepentingan  lain di  luar
kchutanan adalah hutan lindung
Baloi seluas 119 ha. Selain itu,
dari luas hutan lindung Muka
Kuning seluas 2,066 ha, hanya
30% {tiga puluh persen) yang
sudah dialokastkan untuk
kepentingan  lain  di  luar
kehutanan (Ferry Santoso).

1. Ketidaberdayaan  Upava
Pelestarian Kawasan
Hutan di Wilayah Batam
Semua hutan di  dalam

wilayah  Indonesia  termasuk

kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh

negara untuk  sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Terkait
dengan pclepasan status suatu
wilayah tertentu sebagai
kawasan hutan, negara
memberikan wewenang kepada
Pemerintah untuk menetapkan
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=:atus wilayah tertentu sebagai
wiwasan hutan atan kawasan
~2ian schagal bukan kawasan
SIlAn.

Lebih  lanjut, perubahan
~eruntukan day fungsi kawasan
Sutan ditetapkan olch
2emerintah dengan didasarkan
~ada hasil penclitian terpadu.
2erubahan peruntukan kawasan
~utan yang berdampak penting
Zan cakupan vang luas serta
~ernilal  strategis, ditetapkan
oi¢h Pemerintah  dengan
nersetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).

Keinginan sektor lain untuk
memanfaatkan kawasan hutan
~agl pembangunan
=onkehutanan, dalam peraturan
aerundang-perundangan di
nidang kehutanan telah diatur
sedemikian rupa sesuai dengan
asas-asas umum  berkenaan
Jdengan  pengaturan  ruang
vehutanan.  Namun  diakui,
aengaturan ruang kehutanan
nagl kepentingan lain  diatur
sangat ketat, banyak proscdur
vang harus ditempuh. Hal ini
centunva wajar untuk  diatur
sarena keberadaan sumbecr
dava hutan sangat vital, yaitu
sehbagal  sistem  penyangga
~ehidupan (Ali Djajono).

Ketatnya prosedur
pengaturan  ruang  kehutanan
dan perpaduan banyak faktor,
antara lain: euforia otonomi
Jdaerah, tingginya tuntutan
pembangunan ekonomi,
minimnya ruang gerak untuk
ckstensitikasi lahan,  telah
memunculkan  "hasrat”  yang
sangat tinggi untuk melakukan
Fovigw  atau  penyempurnaan
-erhadap tata ruang, khususnya
Zengan merubah wilayah yang

tadinya  diperuntuxkan  hagl
kawasan hutan. dengan
menggunakan celah seperti vang
telah diatur dalam UL Penataan
Ruang, yaitu bahwa rencana tata
ruang dapat ditinjau  kembal
dan/atau disempurnakan sesuai
jenis  perencanaannya  secara
berkala dengan tetap
menghormati hak dimiliki oleh
setiap orang.

Faktor otonomi  daerah
ditunjang dengan wilayah Batam
sebagai Kawasan Bebas yang
memberikan  peluang  untuk
dilakukan review tata ruang
wilayah Batam yang dianggap
tidak optimal untuk mendukung
kegiatan  perekonomian  di
wilayah Batam. Dalam rangka
mendukung kegiatan investasi di
Batam, dijadikan sebagat dasar
pembenanaran  untuk merubah
tata ruang di wilayah Batam.
Mengingat bahwa ruang yang
terbesar di  wilayah Batam
adalah kawasan hutan, maka
yang banyak menjadi sasaran
untuk diubah tata ruangnya
adalah kawasan hutan, salah
satunya adalah kawasan hutan
Baloi. Di sinilah kontlik itu
terjadi, bahwa review/perubahan
tata ruang dipergunakan cleh
daerah untuk merubah atau
mengkonversi ruang kchutanan
menjadi  nonkehutanan  tanpa
melalui  prosedur  perubaban
seperti yang telah diatur dalam
peraturan perundangan
kehutanan.

Review dipcrgunakan
schagai  pembenaran  untuk
menghindari ketatnya prosedur
pengaturan ruang kehutanan.
Apalagi bila review terscbut
telah  menjadi  kesepakatan
banvak  pihak de  daersh



termasuk  dengan lembaga
legislatif (All Djajono).

D1 sist lain, Departemen
(Kementerian) Kchutanan
sebagai instansi Pemerintah
yang  diberi , tugas  bagi
penguasaan  dan  tanggung
Jawab terhadap kawasan hutan
tentu akan mengajukan
argumen-argumen yuridis,
ckologis, sosial dan ekonomi,
bahwa walaupun perubahan itu
diperlukan, namun tetap harus
melalul  prosedur pengaturan
ruang kehutanan yang berlaku.
Sehingga tidak dapat
dihindarikan tarik ulur vang
akan terjadi, bahwa kehutanan
akan dianggap sebagai faktor
penghambat pembangunan dan
pengembangan wilayah.
Apalagi akhir-akhir ini sudah
tidak dapat lagi diandalkan
sebagi  sumber pendapatan
ekonomi untuk pembangunan
wilayah, termasuk  makin

terdegradasinya kawasan-
kawasan hutan yang ada.
Bahkan pembangunan

kehutanan  telah  dianggap
sebagat  cost  center (Al
Djajono).

Hal tersebut terlihat bahwa
permasalahan status hutan di
wilayah ~ Batam  dianggap
sebagai salah satu  faktor
penghambat  dalam  kegiatan
perckonomian di Batam. Untuk
itu, dalam rangka mcmberikan
kepastian ~ hukum  kepada
penanam modal dan
masyarakat, pihak  Otorita
Batam pernah meminta
Menhut untuk melepas status
hutan lindung di Baloi yang
telah dibangun puluhan ribu
rumah dan ruko tersebut,

DAMPAK KEGIATAN PERFKONOMIAN
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Atas permohonan Otorita
Batam itu, pada tahun 2003
Menhut pernah memberikan
Surat Persetujuan Prinsip.
Namun, scbagai persyaratannya,
pthak  Otorita Batam  harus
mempertahankan kawasan huatan
lindung Baloi seluas 119 ha itu
menjadi kawasan hijau scluas
60% (enam puluh persen) dan
hanya 40% (empat puluh persen)
yang dapat dibangun (Ferry
Santoso}.

Selain itu, schagai
persyaratannya, Menhut juga
minta Otorita Batam mencan
lahan pengganti kawasan hutan
lindung seluas lebih kurang 840
ha. Pihak  Otorita  Batam
kemudian mencari kawasan
sebagai hutan lindung pengganti
di Sci Tembesi.

Menhut, Zulkifli Hasan,
menyatakan hal terschbut
merupakan salah satu jalan bagi
Pemerintah untuk menyelesaikan
masalah kchutanan yang sudah
ada sejak 20 (dua puluh) tahun
lalu dan tak terselesatkan. Scjak
2006, Pemerintah telah
membentuk  tim terpadu, dan
melakukan pelepasan kawasan
hutan vyang ditempati  olch
masyarakat dan investor. Sampai
saat tni, setidaknva ada 2.235.5
ha hutan yang sudah dilepaskan.
Pelepasan ini sendiri, lanjut
Menhut, sudah disetujur  olch
Komisi TV DPR pada tahun
2006.

Sebelum prosesnva
dilakukan, Pemerintah dan DPR
menerbitkan  Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Tata Ruang. Dalam undang-
undang ini diatur bahwa tidak
diperbolehkan melakukan proses
pemutihan  kawasan  hutan.
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Tetapi, karena proses
persetujuan tersebut  telah
dilakukan pada tahun 2006,
Pemerintah nmenyepakati
bahwa undang-undang itu tidak
berlaku surut, Menurut
Menhut, dasar hukum  yang
digunakan Pemecrintah untuk
pelepasan kawasan hutan itu
adalah Keputusan Presiden
Nomor 41 Tahun 1973 tentang
Daerah Industri  di  Pulau
Batam.

Sedangkan terkait dengan
pelepasan status kawasan hutan
lindung Baloi, melalui Surat
Keputusan Menhut Nomor
“25/Menhut-11/2010, Menhut
telah melepas status kawasan
hutan  Baloi Dam  scbagai
Kawasan hutan lindung, dan
sebagal penggantt Kawasan
Hutan Lindung Baloi, Menhut
menctapkan Kawasan Hutan
Lindung Seci Tembesi seluas
338.8 ha melalui  Surat
Keputusan  Menhut  Nomor
“24/Menhut-112010,

Namun demikian,
pelepasan  status kawasan
hutan, khususnya kawasan

autan lindung yang berada di
wilavah Batam kemungkinan
masih  banyak akan terjadi,
cleh  karena masih  banyak
nvestor atau penanam modal
vang meminta untuk
melepaskan  status  beberapa
xawasan  hutan,  terutama
xawasan hulan yang sudah
werlanjur . = dialihfungsikan
meskipun tanpa ada
rersetujuan dari Menhut.
S¢bagal contoh, adalah adanya
sermuntaan dan mvestor
scpada Kementrian Kehutanan
rerkant dengan  tindak lanjut
=1 tungsi hutan lindung di

kawasan Kecamatan Batuaji,
Batam dan sekitarmya yang tclah
dibangun belasan ribu  rumah
dan ruko (Haluan Kepri, 2011).

Bahkan, pada bulan April
2006, Menhut saat itu, M.S.
Kaban, pernah mengeluarkan
Surat  Moratorium  Konversi
Hutan Lindung dan Kawasan
Konscrvasi di Batam, termasuk
Pulau Rempang dan  Pulau
Galang, Provinsi  Kepulauan
Riau. Dalam surat moratorium
Menhut yang ditujukan kepada
Otorita Batam dan Wali Kota
Batam itu, antara lain,
disebutkan bahwa tcrhadap izin
pengalokasian  lahan  dalam
kawasan hutan di Batam yang
diterbitkan Otorita Batam dan
yang tidak ada kegiatan fisik di
lapangan, diminta untuk
dievaluasi dan dicabut (Ferry
Santoeso).

2. Dampak Pelepasan
Penetapan Status
Kawasan Hutan
Hukum  permintaan  dan

penawaran adalah matert yang

sangat menarik. Hukum {(dalam
pengertian ckonomi) ini bahkan
dapat digunakan dalam
menjelaskan peristiwa-peristiwa
dalam masyarakat (Roni Ansari

NS., 2011). Melalui teori im,

maka bisa diketahui bahwa

kebijakan Pemerintah terhadap
pelepasan  status  beberapa
wilayah di  Batam  perlu
dipertajam atau ditinjau ulang,
batk  yang telah ditetapkan
pelepasan status ataupun yang
masih dalam proscs identifikasi
untuk pelepasan status kawasan
hutan di wilayah Batam.,

Istilah “hukum permintaan”
pertama  kali  digunakan oleh



ekonom Alfred Marshall dalam
bukunva pada tahun 1890.

Hukum permintaan {/faw of

demand) adalah  hubungan
negatif antara harga dan
kuantitas yang diminta. Ketika
harga naik maka kuantitas vang
diminta akan turun. Kectika
harga turun maka kuantitas
yang diminta akan naik.

Dalam  ilmu  ekonomi,
ketika pipa pemasokan
disumbat, maka kelangkaan
(scarcity) akan terjadi. Ketika
kelangkaan terjadi maka harga
akan melambung. Batam yang
diharapkan menjadi magnet
untuk  memikat  pcnanam
modal, terutama  penanam
modal asing, pada tahun 2007
saja sudah terdapat penanam
modal asing yang menanamkan
modalnya sebesar USS 1 miliar
dan diharapkan dalam kurun 5
(lima)  tahun  mendatang,
investasi di Batam mencapai
US$ 5 miliar.

Dalam  rangka  rangka
mencapal target terscbut, maka
diperlukan berbagai insentif
agar penanam modal tertarik
untuk berinvestast di Batam.
Insentit  tersebut herupa

penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai bagi
penanam modal untuk

berinvestasi di Batam, karena
bagaimanapun penanam modal
dalam mengambil keputusan
untuk berinvestast didasarkan
pada cosi-benefit analysis, jika
terjadi  perubahan cost dan
benefit, maka  keputusan
penanam modal juga akan
berubah.

Sarana tersebut antara lain
berupa ketersedian lahan dalam
rangka mendukung kegiatan
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perckonomian di Batam. Ketika
ketersediaan lahan tidak
terpenuhi atau tersumbat, maka
investasi  di  Batam menjadi
langka (scarcity). Ketika
kelangkaan investai di Batam
terjadi. maka target invetasi
yang tclah ditetapkan tidak akan
tercapat, karena bagl penanam
modal, 1nvestasi di  Batam
sebagal suatu harga yang mahal
akibat tersumbatnya penyediaan
lahan,

Kctika kelangkaan (scarcity)
investasi terjadi, bagi pembuat
kebijakan publik (public policy
makery akan  mengorbankan
apapun  untuk menarik minat
penanam modal demi mencapai
target investasi.  Situasi  inl
tentunya akan dimanfaatkan oleh
penznam modal dengan meminta
penyediaan lahan “yang
tersumbat™ agar dapat dibuka
dengan mengizinkan mereka
untuk berinvestasi di lahan di
wilayah yang merupakan
kawasan hutan,

Eksploitasi keuntungan oleh
penanam modal di salah satu
kawasan hutan, sebagai contoh
kawasan hutan lindung Baloi
Dam, tentu akan menarik minat
penanam modal  baru  (new
entrant) untuk ikut menanamkan
modalnya di  kawasan hutan
Balot Dam tersebut, bahkan juga
meminta untuk mengalihkan
fungsi kawasan hutan lindung
lainnyva.

Maka tidak heran, apabila
dalam rencana induk
pembangunan Batam pada tahun
2001, Otorita Batam menetapkan
40% (empat puluh persen) dari
total 41.500 ha huas pulau itu
adalah  daerah yang akan
dibangun peramahan, kawasan



:ndustri, perdagangan,
nariwisata,  dan  sebagainya,
Lalu 60% {enam puluh persen)
ag baru dijadikan kawasan
anau vang pada dasarnya bisa
diubah peruntukkannya dengan
catatan harus diganti (Adhitya
Noviardi). Namun demikian, di
Batam, dari 60% (cnam puluh
nersen) kawasan hiyjau, 50%
tlima puluh persen)-nya
xawasan hutan tetap, kawasan
~xonservasi atau hutan lindung,
vang  dinyvatakan  sebagai
~awasan hutan  definitif tap
welah rusak. Scdangkan 50%
itlima puluh persen) lagi jalur
ajau yang bisa dimanfaatkan
lain tapi bisa juga sebagai
autan wisata.

Beberapa titik hutan yang
sudah beralih fungsi  antara
lain, Hutan Wisata
Mukakuning yang juga
meliputi  kawasan Kkomersial
Panbil, hingga akhir 2005,
diperkirakan menyusut sampai
500 ha. Tidak cukup dengan

hutan wisata, hutan lindung ™

pun ikut dalam perubahan
peruntukan sepihak itu.
Bahkarn, Hutan Lindung
Batuampar I scluas 78,21 ha,
tak  bersisa. Hutan Lindung
Batuampar III juga bernasib
hampir serupa. Darl total luas
248.10 ha, yang tersisa hanya
3.10 ha saja. Scimua berubah
"adi ruko, perumahan, dan
xawasan  industri.  Kawasan
rangkapan air hutan Dam Baloi
seluas 113 ha juga berubsh
-ungsi jadi kawasan komersial.
3ahkan hutannya kini sudah
sanvak dibabat.  Berdasarkan
catatan rekapitulasi tahun 2003
vang dibuat Dinas Kelautan,
Perikanan. dan Pertanian Kota

Batam, pcrubahan peruntukan
hutan mencapat 1.618.91 ha
(Batam Pos, 2008).

Dukungan dari para pembuat
kebijakan publik (public policy
maker), bahkan masyarakat di

Batam, unfuk
mengalihfungsikan beberapa
kawasan hutan di Batam untuk
kegiatan komersial daripada

usaha untuk tetap menjaga
kelestarian hutan di  Batam
tersebut adalah didasarkan pada
keinginan menghadapi
persaingan perekonomian
global, yang bagl sebagian
kalangan di Indonesia dianggap
dapat mempercepat
pembangunan ekonomi nasional
dan mewujudkan Kkedaulatan
politik dan ekonomi Indoncsia.
Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan penanaman modal
untuk mengolah potensi
ekonomi  menjadi  kekuatan
ekonomi riil, khususnya di
wilayah Batam vyang saat ini
ditetapkan  sebagai  kawasan
perdagangan bebas dan
pelabuhan  bebas. Dengan  1tu
scmua, kondisi Batam
diharapkan dapat mendorong
kegiatan lalu lintas perdagangan
internasional yang
mendatangkan  devisa  bagi
negara, serta dapat memberi
manfiaat besar bagi Pemerintah
Indonesia untuk menyediakan
lapangan kerja seluas-luasnya,
meningkatkan  kepariwisataan,
dan meningkatkan penanaman
modal, baik asing maupun dalam
negeri.

Ketika permasalahan status
~hutan  di  wilayah  Batam
dianggap scbagai salah satu
faktor ~ pcnghambat  dalam
kegiatan  perckonomian  di



Batam, schagian besar energ
Pemcrintah  dan  politikus
schagaimana dijelaskan di atas
justru digunakan untuk
membuat legalisast
pemanfaatan kawasan hutan
lindung dengan cara
melepaskan status kawasan
hutan tersebut schagai kawasan
hutan lindung, bukan kepada
bagaimana dampak dar
pclepasan status kawasan
hutan. Dengan kenyataaan ini,
Pemerintah  tampak  lebih
berpihak kepada kepentingan-
kepentingan para investor.
Kebijakan pelepasan status
kawasan hutan di Batam dalam
rangka mendukung kegiatan
perckonomian dan dampaknya
terhadap lingkungan hidup di
Batam, jika dipandang dari sist
ckonomi, maka permintaan
akan pelepasan status kawasan
hutan di Batam adalah elastis
(Roni Ansari NS, 2011),

artinya semakin tinggi
permintaann  pelepasan  status
kawasan hutan akan

berdampak kepada lingkungan
hidup vyang semakin mahal.
Namun demikian, permintaan
untuk  melepaskan  status
kawasan hutan sebagai clastis
yang inelastis, artinya
perubahan  harga  (dampak
tcrhadap  lingkungan hidup)
yang makin mahal tidak akan
mengubsh  permintaan  akan
pelepasan status kawasan hutan
di  Batam, karena Batam
sebagal tujuan utama dalam
rangka  menarik  penanam
modal, maka  pembatasan
supply berupa larangan
pelepasan status kawasan hutan
akan menghasilkan kelangkaan
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(scarcity) penanam modal di
Batam.

Permintaan akan pelepasan
status  kawasan hutan yang
makin  tinggi  menyebabkan
kenaikan harga terhadap
lingkungan yang makin mabhal,
dapat dijelaskan bahwa akibat
kawasan hutan di Batam vang
makin menyusut karcna menjadi
lahan untuk kegiatan komersial.
muncul kekhawatiran dampak
makin berkurangnya kawasan
hutan lindung di Batam.

Pengertian hutan  lindung,
dapat dikategorikan dalam 2
(dua) bagian. Pertama, hutan
lindung yang dilindungi.
Maksudnya, hutan yang di
dalamnya terdapat banyak satwa
yang harus dilindungl
keberadannya. Hutan seperti in
biasanya berada di kawasan
yang tidak banyak penduduknya.
Ke dua, hutan lindung vyang
melindungi. Maksudnya, hutan
yang berfungsi untuk
melindungi scgenap masyarakat.
Hutan scperti ini  biasanya
dijadikan  sebagai  paru-paru
kota, cathcemen area, dan untuk
kesejukan. Hutan seperti ini
terdapat di tengah kota.

Hutan lindung Baloi
termasuk dalam kategor: yang
melindungi  karena  berfungsi
sebagal paru-paru kota. Hutan
lindung ini tidak bisa diganti
dengan hutan lain yang letaknya
jauh dari kota. Karena, tidak bisa
bayangkan bagaimana kondisi
Batam nantinya jika di kawasan
bekas hutan lindung tersebut
berdiri banyak bangunan. Udara
diperkirakan  akan  semakin
panas, polusi udara terjadi di
mana-mana, dan yang pasti,
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sanjir  akan  semakin  tak

-erkendali.
3 (tiga) dari 7 (tujuh)
waduk yang sudah

dioperasikan sebagai sumber
air bersih di Batam telah
menvusut hingga 50% (lima
pulub persen), schingga saat
kemarau tiba, pendistribusian

dur ferganggu { Adhitya
Noviardi). Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian  memprediksi

bahwa pada tahun 2015 akan
terjadi krisis air bersih  di
Batam dengan asumi pada
tahun itu jumlah pengguna air
bersih sudah melcbihi volume
dari produksi air dari waduk
vang ada. Saat ini produksi air
haku dari 6 {enam) waduk di
Batam mencapai 2.685 liter per
detik dengan kapasitas
terpasang 3.850 liter per detik.
Sedangkan  pemakaian  air
bersih untuk 167.073
pelanggan air mencapai 4,542
juta mcter kubik per bulan atau
rata-rata 153.000 meter kubik
per hari (Suyono Saputro,
2011,

Kondisi int sangat
Lontradiktif, di mana di satu
3131 Pemerintah
mengkhawatirkan akan
dampak dari  deforestisasi,
sementara  di sisi lain
Pemerintah mercstui pelepasan
status kawasan hutan di Batam.

Pemerintah hanya
mementingkan kepentingan
nenanaman modal saja,

sedangkan kepentingan untuk
—ieniaga  kelestarian  hutan
Z1abaikan.

V. PENLTUP

Upaya pelestarian hutan di
Indonesia, khususnya di Batam
tidak akan pernah menjadi baik,
apabila orientasi Pcmerintah
hanya  scmata-mata  untuk
kepentingan pertumbuhan
ekonomi dan demi kepentingan
pemodal. Langkah penyelamatan
hutan, termasuk penghindaran
seminimal mungkin pelepasan
status kawasan hutan, perlu
benar-benar dilakukan. Karena,
pelcpasan status kawasan hutan
lindung vyang diganti dengan
kawasan hutan lainnya menjadi
hutan lindung, pada hakekatnya,
tetap mendorong  terjadinya
deforestisasi, karcna kawasan
hutan pengganti kawasan hutan
lindung vang dicabut statusya
sejak semula mcrupakan
kawasan hutan yang sudah
memiliki  fungsinya  sendiri
dalam ekosistem.

Sudah saatnya regulasi atau
kebijakan dalam rangka menarik
minat penanam medal di Batam
dengan melakukan “pembiaran”
terhadap penanam modal yang
beroperasi  di kawasan  yang
ditetapkan ~ sebagal  kawasan
hutan perlu scgera dihentikan.
Jika  Pemerintah  sungguh-
sungguh ingin menjaga
kelestarian hutan, maka
seharusnya  Pemerintah  dan
pihak lcgislatif menggunakan
konsep keberlanjutan lingkungan
dalam  kebijakan penanaman
modal di Batam.

Dalam konteks ini,
seharusnya bertangsung
pembangunan yang tidak hanya
nicngejar perfumbuhan ekonomi.
Harus ada kesadaran betapa
scmua hal harus dilaksanakan
dalam  kerangka  kesatuan
pengetahuan yang holistik demi



keberlanjutan  kehidupan  di
muka bumi ini. Pembangunan
vang hanya untuk pertumbuhan
pendapatan  akan  semakin
menimbulkan ketimpangan
(Sulaiman Tripa, 2011).

Kesejahteraan tidak hanya
berkaitan dengan ckonomi
semata. Dengan  demikian,
dapat dipahami bahwa konsep
pcmbangunan yang
menyclaraskan kelestarian
lingkungan  hidup  dengan
pendekatan  holistik  adalah
cermin dari konsep
pcmbangunan vang diharapkan
untuk masa depan (Sulaiman
Tripa, 2011).

Berdasarkan konsep
keberlanjutan lingkungan,
sudut pandang analisis dapat
dibaltk dengan menganalisis
bagaimana dampak kebijakan
pelepasan status kawasan hutan
di  Batam dalam rangka
mendukung kegiatan ekonomi
terhadap lingkungan hidup.
Kebijakan penanaman modal
di Batam saat ini sering tidak
memperhatikan dampak  yang
ditimbulkan kepada lingkungan
hidup.  Hal ini  berarti
“pemutihan™ kawasan hutan di
Batam harus segera dihentikan
dan diharapkan kepada
penanam modal dapat
memanfaatkan  lahan  yang
memang sudah diperuntukkan
untuk kcgiatan usaha
perekonomian di Batam
berdasarkan RTRW yang tclah
ditetapkan, jangan sampai ada
kembali  pelepasan  status
kawasan hutan karena adanya
permintaan  dart  penanam
modal. * * *
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